
 

 
 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1,2009 ADMINISTRASI. PERHUBUNGAN. Udara. 
Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2009 
TENTANG 

PENERBANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara 
kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah 
perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan 
kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang; 

b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara 
serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem 
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan 
ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan 
antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara; 

c. bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem 
transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu 
bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, 
padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan 
jaminan  keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu 
dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan 

www.djpp.depkumham.go.id

djp
p.d

ep
ku

mha
m.go

.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2009, No.1 2

efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional 
yang mantap dan dinamis; 

d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan 
internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, 
perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang 
disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas 
penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah; 

e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, 
perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan 
penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu 
diganti dengan undang-undang yang baru; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Penerbangan; 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, 
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem  yang terdiri 

atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar 
udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, 
keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta 
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 
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2. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas 
wilayah daratan dan perairan Indonesia. 

3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat 
terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, 
tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi 
yang digunakan untuk penerbangan. 

4. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat 
dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan 
tenaga sendiri. 

5. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari 
udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh 
mesin. 

6. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang 
mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda 
kebangsaan Indonesia.  

7. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang 
digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah 
lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan 
penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  

8. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan 
untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga. 

9. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang 
digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan 
bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda 
kebangsaan negara asing.  

10. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe 
pesawat udara dan dalam kondisi aman  untuk beroperasi.  

11. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan oleh 
perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin 
penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap 
keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat 
udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

12. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, 
adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang 
diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan. 
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13. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan 
menggunakan pesawat udara untuk mengangkut 
penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau 
lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau 
beberapa bandar udara. 

14. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk 
umum dengan memungut pembayaran. 

15. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang 
digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang 
dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha 
pokoknya selain di bidang angkutan udara. 

16. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan 
udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu  
bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

17. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan 
udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu  
bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
sebaliknya. 

18. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara 
niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute 
penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan 
tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda 
transportasi lain dan secara komersial belum 
menguntungkan. 

19. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari 
bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur 
penerbangan yang telah ditetapkan. 

20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum 
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang 
kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk 
digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos 
dengan memungut pembayaran. 

21. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan 
yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara. 
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22. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban 
perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian 
yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang 
serta pihak ketiga. 

23. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat 
udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang 
kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, 
atau barang yang tidak bertuan.  

24. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang 
diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk 
diangkut dengan pesawat udara yang sama. 

25. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang 
dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri. 

26. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, 
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang 
melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan 
ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain 
badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak 
perjanjian angkutan udara niaga. 

27. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses 
elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu 
alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara 
penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk 
menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan 
pesawat udara. 

28. Surat Muatan Udara (airway bill)  adalah dokumen 
berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk 
lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya 
perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan 
pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil 
kargo. 

29. Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara 
pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim 
kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo 
dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam 
bentuk imbalan jasa yang lain. 

www.djpp.depkumham.go.id

djp
p.d

ep
ku

mha
m.go

.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

